SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN TAHUN PAJAK 2020 DALAM RANGKA PENANGANAN
DAMPAK EKONOMI AKIBAT BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA

Menimbang :

Mengingat

VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

bahwa terjadinya bencana nonalam berupa penyebaran
Corona  Virus Disease 2019, telah menyebabkan
pendapatan sebagian besar Wajib Pajak menurun sehingga
berdampak menurunnya kemampuan membayar pajak
daerah terutama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (2) huruf e
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pajak Daerah, Bupati atau Pejabat dapat
mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau
kondisi tertentu objek pajak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2020
Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat
Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
di Kabupaten Bogor;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor
2851);

2. Undang-Undang...
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6487);

11. Peraturan...
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Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 34);

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri keuangan Nomor 44/PMK.03/2020
tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak
Wabah Virus Corona Disease 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 326);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01/Menkes/
Per/X /2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel Corona virus
(Infeksi 2019-Ncov) sebagai Penyakit yang Menimbulkan
Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 88);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016
Nomor 12);

21. Peraturan...
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.Peraturan Bupati Bogor Nomor 70 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 70)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor
Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Bogor Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 62);

Peraturan Bupati Bogor Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 46)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor
Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN PAJAK 2020 DALAM
RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT
BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 DI KABUPATEN BOGOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Bogor.

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.

Bupati adalah Bupati Bogor.

. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya

disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor.

. Kepala Bappenda Pengelolaan Pendapatan Daerah yang

selanjutnya disebut Kepala Bappenda adalah Kepala
Bappenda  Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Bogor.

. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan yang selanjutnya disebut Bidang PBB P2 adalah
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah.

8. Pajak...
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8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara
nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau
memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

10. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain
berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan
wabah penyakit.

11. Sistem Informasi PBB-P2, adalah sistem yang terintegrasi
untuk mengolah informasi/data objek dan subjek pajak
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan
bantuan komputer, mulai dari pengumpulan data (melalui
pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas
objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data,
pemeliharaan basis data, dan pencetakan hasil keluaran
(antara  lain berupa  Surat Pemberitahuan  Pajak
Terutang/SPPT, Surat Setoran Pajak Daerah/SSPD, Daftar
Himpunan Ketetapan Pajak/DHKP), pemantauan,
penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak sampai
dengan pelayanan kepada Wajib Pajak.

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan Dbertindak sebagai bendahara
umum daerah.

BAB II

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

(1) Dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat bencana
nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019, Wajib
Pajak diberikan pengurangan PBB P2 sebesar 10% (sepuluh
persen) dari pajak terutang.

(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
untuk tahun pajak 2020.

(3) Pengurangan...
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(3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
bagi Wajib Pajak yang membayar PBB P2 pada tanggal 1 Juli
2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020.

(4) Dalam hal Wajib Pajak membayar PBB P2 sebelum tanggal
1 Juli 2020 atau setelah tanggal 31 Agustus 2020, maka
ketentuan pengurangan pajak ini tidak berlaku.

(5) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
secara jabatan melalui sistem informasi PBB P2 tanpa
diterbitkan Keputusan tentang pengurangan PBB P2.

Pasal 3

Pengurangan ketetapan tidak berlaku bagi wajib pajak yang
telah mendapatkan pengurangan atau yang mengajukan
permohonan pengurangan berdasarkan Peraturan Bupati Bogor
Nomor 46 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Administrasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Kabupaten Bogor Nomor 65 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2019 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

BAB III
PELAPORAN
Pasal 4

(1) Kepala Badan wajib melaporkan pemberian pengurangan
pajak melalui sistem informasi PBB P2 kepada Bupati dan
PPKD setiap bulan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam bentuk rekapitulasi penerimaan pembayaran pajak
dan pengurangan pajak yang mencantumkan paling sedikit:

a. Tanggal penerimaan;

NOP;

Nama Wajib Pajak;

Jumlah pajak terutang awal,;

Jumlah pengurangan; dan

~ 0 oa0 o

Jumlah pembayaran pajak.

BAB IV...



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 30 Juni 2020
BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 30 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

R. IRWAN PURNAWAN



